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ABSTRAK

PERAN KEPALA DESA HAJIMENA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PIDANA DI KAMPUNG
RESTORATIF JUSTICE

Oleh
Adimas Bramantyo

Berdasarkan PERMA No. 15 Tahun 2020 Kebijakaan dari Peraturan Kejaksaan
tentang adanya kampung restorative justice.saat ini di Lampung Selatan tepat nya
di desa Hajimena bahwa dalam peraturan tersebut mengenai peran kepala desa.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Kepala Desa
dalam penyelesaian sengketa pidana di kampung restorative justice dan apakah
faktor penghambat pelaksaan peran dalam penyelesaian sengketa pidana di
kampung restorative justice

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif, yuridis, dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data yang dilakukan
melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran kepala desa dalam penyelesian
sengketa pidana di kampung restoratif justice Kepala desa memiliki peran yang
sangat begitu penting serta di butuhkan untuk berperan sebagai penengah dan
penyelesain perselishan didalam kehidupan masyarakat Peran kepala desa selalu
dipandu oleh diskusi untuk mencapai konsensus bahwa hasilnya mengikat pihak
yang berkonflik tidak seharusnya pihak yang dirugikan. Peran mediator pada saat
mediasi yaitu: memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan
perundangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan
kepentinganya secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa
sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan,
mendengar, mencatat danmengajukan pertanyaan, membantu para pihak mencapai
titik temu. Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP merumuskan kriteria tindak
pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan
paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu
lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf
2 bagian ini. Sementara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan



Adimas Bramantyo
Jumlah Denda dalam KUHAP bahwa "Besaran nilai kerugian yang disebutkan
pada undang-undang di atas sudah tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang pada
saat ini". Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA ini menetapkan nilai kerugian
sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Faktor-faktor yang
menghambat Peran Kepala Desa dalam Pnyelesaian Sngketa Pidana Di kampung
Restoratif yaitu Faktor Belum adanya Undang-ndang tentang mediasi,adanya
perbedaan di kalangan aparat penegak hukum tentang konsep restoratif justice
melalui mediasi penal,

Rekomendasi dari penelitian ini adalah Diperjelas secara eksplisit pengaturan
mengenai kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pidana, baik
melalui perubahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau
melalui perbaikan Peraturan Pemerintah sehingga dapat menjadi acuan yang jelas
dalam implementasi di masyarakat desa sekaligus untuk mendayagunakan peran
kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan guna memperluas access to justice
dan mengurangi beban peradilan Negeri.dan Perlunya pelatihan bagi kepala desa
guna meningkatkan kompetensinya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa
pidana pada masyarakat.

Kata kunci: Kampung Restoratif, Penyelesaian Sengketa, Peranan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem
dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling
terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana
(SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.! Dan
apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar)
bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan
merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu
mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau

membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.?

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan
hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-
undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara
pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan
penegakkan hukum pidana “in abstracto” yang akan diwujudkan dalam

penegakkan hukum “in concreto”. Pentingnya peranan perundang-undangan

1 Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di
Beberapa Negara. Semarang.
2 ibid



pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut
memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar

hukum atas kebijakan yang diterapkan.?

Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan
langgkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program
kebijakan yang telah diterapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik
hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan

hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.*

Adapun asas-asas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang

terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (equality
before the law);

Praduga tidak bersalah (presumption of innocence);

Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;

Hak untuk memperoleh bantuan hukum (legal aid);

Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan;

Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
Peradilan yang terbuka untuk umum;

Qe = o o 0 O

Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada
undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah

Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan
pendakwaan terhadapnya
J.  Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Ketentuan mengenai proses beracara/peradilan untuk kasus-kasus pidana di

Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya yaitu Undang-Undang Nomor

3Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di
Beberapa Negara. Semarang
4 ibid



8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di
samping itu juga terdapat ketentuan hukum acara pidana selain yang telah diatur
dalam KUHAP tersebut, yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHAP
KUHAP merumuskan tentang penyidikan dalam BAB XIV mulai dari Pasal 102
sampai Pasal 136, tentang penuntutan dalam BAB XV mulai dari Pasal 137
sampai Pasal 144, kemudian tentang pengadilan (mengadili) termasuk upaya

hukumnya diatur dalam BAB XVI mulai dari Pasal 145 sampai Pasal 269.°

Sedangkan tentang Pemasyarakatan diatur secara implisit dalam BAB XX tentang
pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan mulai Pasal 277
sampai Pasal 283. Adapun fungsi dari keempat komponen sistem peradilan
pidana. Polisi berfungsi menyelidiki dan menyidik bila ada kejahatan, mencegah
kejahatan, menangkap pelaku kejahatan dan menjaga ketertiban umum. Jaksa
berfungsi menerima berkas penyidikan dari polisi dan mengajukan penuntutan ke
pengadilan. Pengadilan berfungsi menerima dan memproses kasus secara efisien,
menjaga hak dari terdakwa, memutuskan terdakwa bersalah atau tidak dan
menetapkan pidana. Menurut Bagir Manan menginventarisasi sepuluh masalah
yang dihadapi oleh peradilan di Indonesia dan masalah-masalah itu harus
dipecahkan bersama.®
1. Lack of proporsionalism (kurangnya proporsionalitas). Bagir menuturkan
kekurangan proporsionalitas ini menyangkut penguasaan pengetahuan hukum
(dalam arti seluas-luasnya), keterampilan hukum, integritas, dan etika. “ini
sangat berpengaruh pada mutu putusan.

2. Lack of social responsibility or awareness (kurangnya tanggung jawab atau
kepedulian sosial). la menuturkan bahwa kelemahan ini disadari atau tidak

5 Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di
Beberapa Negara. Semarang

6 hukumonline.com dengan berjudul Ini 10 Masalah Peradilan Indonesia versi Bagir Manan
https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan-
1t537ddbba678b8 diakses pada 21 Juni 2022 pukul 23.00 WIB.



disadari oleh para hakim. Misalnya, kebiasaan bermewah-mewah. Kita tak
punya social awareness (kepedulian sosial) masyarakat kita lagi susah.

3. Lack of dignity (kurangnya kewibawaan). la menjelaskan bahwa hakim harus
menyadari bahwa profesi yang disandangnya adalah jabatan yang mulia.

4. Masalah yang sering dihadapi adalah lack of carefulness (kurangnya kehati-
hatian).

5. Lack of future orientation (kurangnya orientasi masa depan). Bagir
menjelaskan seorang hakim yang memutus seharusnya sudah memaparkan
putusannya akan berdampak apa ke depannya. Orang sering
menyalahgunakan arti “judicial activism” yang dianggap bahwa hakim harus
menemukan suatu hal yang baru.

6. Lack of political carefulness or awareness (kurangnya kesadaran politik). la
menuturkan bahwa pengadilan saat ini sangat diperhatikan publik. Bagir
mengutip pernyataan suparman marzuki yang menuturkan bahwa masalah
yang dihadapi peradilan adalah kepercayaan publik yang rendah.’

7. Kelemahan yang dialami peradilan indonesia adalah lack of scientific sense
(kurangnya kesadaran ilmiah). Bagir mengambil contoh putusan peninjauan
kembali (pk) sudjiono timan. “saya mohon maaf bila ada anggota majelisnya.
Ini bukan karena kasasinya saya yang putus. Ketka kita pertimbangkan secara
prosedur, itu bisa diterima, tetapi ini persoalan ilmiah yang sangat mendasar.

8. Lack of puritanism (kurangnya puritanisme). Bagir menuturkan bahwa setiap
hakim harus berpikir bahwa dirinya adalah manusia yang legal minded.
Setiap pikiran dan badannya harus berkaitan dengan hukum. &

9. Lack of sense of justice (kurangnya rasa keadilan). Bagir mengatakan para
hakgim kerap lemah mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam dirinya
itu.

10. Meski peradilan sudah hebat bisa mengatur anggarannya sendiri, lanjut bagir,
masih ada lack of facilities (kurangnya fasilitas). Menurut suparman marzuki
yang mengatakan ada hakim yang memutus berdasarkan aturan yang sudah
lama dicabut.

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah alternatif yang populer di
berbagai belahan dunia untukpenanganan anak yang bermasalah dengan hukum
karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Restorative Justice
bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat

untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan

" hukumonline.com dengan berjudul Ini 10 Masalah Peradilan Indonesia versi Bagir Manan
https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan-
1t537ddbba678b8 diakses pada 21 Juni 2022 pukul 23.00 WIB.

8 hukumonline.com dengan berjudul Ini 10 Masalah Peradilan Indonesia versi Bagir Manan
https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan-
1t537ddbba678b8 diakses pada 21 Juni 2022 pukul 23.00 WIB
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kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan
bermasyarakat dan menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya
sederhana. Di Indonesia, yang dimaksud Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga
mereka dan pihak lain yang terkait dala suatu tindak pidana secara bersama-sama
mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam

Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI,%°

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan
tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).
Restorative Justice harus jugadiamati dari segi kriminologi dan sistem
pemasyarakatan (Bagir Manan, Jakarta :2008). Berdasarkan kenyataan yang
ada,sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan
terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan
keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep

”Restorative Justice .1t

Kemudian Bagir Manan, dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi
”Restorative Justice” berisi prinsip-prinsip, antara lain: ”Membangun partisipasi
bersama antara pelaku,korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu
peristiwva atau tindak pidana. Menempatkan pelaku,korban, dan masyarakat

sebagai yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian

10 Hartono, Bambang. 2015. Analisis Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks
Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. Jurnal llmu
Hukum Pranata Hukum
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yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”.

Negara Indonesia sendiri dikenal beberapa istilah untuk penyelesaikan persoalan-
persoalan komunitas, seperti Islah, Rekonsiliasi dan Musyarawah. Beberapa
pendekatan tersebut dapat dikembangkan menjadi media restorative justice.
Penerapan restorative justice menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk
memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung
jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan

kebutuhan korban. 12

Prinsip restorative justice dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara
tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip restorative
justice yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara pidana di dalam
konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan
pidana. Penerapan prinsip restorative justice pada dasarnya telah dipraktikkan
dalam sistem penegakan hukum perdata yang dikenal dengan Alternative Dispute
Resolution (ADR), yang kemudian juga dirumuskan dalam UU No 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*®

Penerapan konsep keadilan restorative dengan metode mediation dalam perkara
perdata kemudian dirumuskan dalam Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, dan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, yang merupakan implementasi dari Pasal 154 Reglement Tot Regeling

12 Hartono, Bambang. 2015. Analisis Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks
Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. Jurnal limu
Hukum Pranata Hukum

13 Investor.id dengan berjudul Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Konsep Penegakan
Hukum Pidana
https://investor.id/opinion/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-
hukum-pidana diakses pada 22 Juni 2022 pukul 09.07 WIB.



Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad
1927:227 dan Pasal 130 Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad

1941:44 .14

Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, melahirkan
berbagai norma prosedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan
pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahapan penyidikan sampai
pada proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena itu, konstruksi
substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan

prinsip restorative justice seharusnya dibangun dengan pendekatan sistem.*®

Sehingga prosesnya berkesinambungan dalam kerangka sistem peradilan pidana,
dan agar tidak bertentangan dengan berbagai norma dasar dalam hukum acara
pidana. Jika dilihat penerapan restorative justice di beberapa negara, seperti di
Inggris, Selandia Baru, dan Afrika Selatan yang memasukkan prinsip restorative
justice sebagai bagian dari sistem pemidanaan, prosesnya berada kerangka sistem

peradilan pidana baik secara struktural maupun secara administratif.

Tahap pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan diadopsi dalam konsep
Restorative Justice Programme in Prison seperti di beberapa negara bagian
Amerika Serikat, atau program “prison fellowship” di Selandia Baru. Konsep ini
mengkonstruksi penerapan restorative justice dalam kerangka sistem peradilan

pidana, bukan di luar sistem peradilan pidana.

14 Investor.id dengan berjudul Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Konsep Penegakan
Hukum Pidana
https://investor.id/opinion/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-
hukum-pidana diakses pada 22 Juni 2022 pukul 09.07 WIB
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Ketentuan tersebut bertujuan agar hak menuntut negara yang dirumuskan dalam
ketentuan BAB VIII KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan
Menjalankan Pidana, tidak simpangi, atau tidak membuka peluang hukum untuk

lahirnya tuntutan atau gugatan baru dari semua pihak.®

Penggunaan program keadilan restoratif menurut UN Declaration on Basic
Principles on the use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters
tersebut tak hanya menentukan standar minimal tindakan berupa: persetujuan
bebas dan sukarela dari para pihak; kewajiban yang wajar dan proporsional; fakta-

fakta dasar dari suatu kasus sebagai dasar partisipasi.t’

Petugas peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka bisa untuk
mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab terhadap korban dan
komunitas yang terkena dampak, dan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke dalam

masyarakat.

Penulis berpandangan bahwa untuk menerapkan metode penyelesaian perkara
pidana dengan pendekatan prinsip restorative justice harus dirumuskan terlebih
dahulu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya dalam suatu
program Kerja sistem peradilan pidana, yang melibatkan semua unsur criminal
justice system. Sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum acara yang
berlaku baik general maupun specialis, atau dengan istilah menggunakan konsep

penegakan hukum konvensional tetapi integral dan harmonis dengan konsep

16 Investor.id dengan berjudul Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Konsep Penegakan
Hukum Pidana
https://investor.id/opinion/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-
hukum-pidana diakses pada 22 Juni 2022 pukul 09.07 WIB
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penegakan hukum pidana modern.*®

Kampung restorative justice bertujuan untuk lebih memberikan rasa keadilan di
tengah masyarakat dan dalam penerapannya dilakukan secara baik dan
profesional. Pembentukan Kampung Restorative Justice "Khagom Mufakat" ini
dapat menjadi sarana yang dapat mendukung penyelesaian perkara di luar
persidangan sebagai alternatif solusi memecahkan permasalahan penegakan
hukum. "Khagom Mufakat" dapat bermanfaat bagi masyarakat Lampung Selatan
khususnya warga masyarakat desa Hajimena Kecamatan Natar dalam
menyelesaikan setiap masalah hukum yang dihadapi. upaya penyelesaian hukum
dengan metode restoratif justice ini tertuang dalam peraturan Kejaksaan Republik

Indonesia No. 15 Tahun 2020.

Desa adalah sebuah organisasi pemerintahan terendah peran yang sangat penting
dalam proses ini berkembang di Indonesia. sejarah desa adalah cikal bakal
pelatihan komunitas politik dan pemerintah Indonesia jauh sebelum ada negara-
bangsa ini membentuk, Desa adalah sebuah organisasi otonomi dengan tradisi,
adat-istiadat dan hukum yang terpisah dan relatif independen. Pada umumnya
masyarakat pedesaan tidak memiliki memiliki hati nurani untuk taat hukum dan

peraturan yang berlaku®®

Kepala desa sebagai subjek hukum administrasi negara melaksanakan tugasnya

dengan berikan dia atas dasar hukum yang ada, selain itu, kepala desa juga adalah

18 Yuridis.id dengan berjudul Alur Penyelesaian Perkara Pidana
https://yuridis.id/wajib-tahu-alur-penyelesaian-perkara-pidana/diakses pada 22 Juni 2022 pada
pukul 10.56

19 jurnal unpal dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Antar
Warga Desa” https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/95/75 (diakses pada tanggal
10 april 2022
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pemimpin tertinggi di tingkat desa. Seperti seorang kepala Desa harus dapat
berfungsi sebagai administrator harus menerapkan aturan manajemen pemerintah
dari awal perencanaan pelaksanaan. Menjaga keamanan dan ketertiban warga
negara apa yang harus dilakukan Kepala, di sini kepala desa bertindak sebagai
istal dan juga kepala desa dapat bertindak sebagai mediator atau Desa Keadilan
Damai. Penyelesaian sengketa sedang berlangsung ada di masyarakat desa,
Kepala Desa bertindak sebagai mediator bagi para pihak. yang tidak setuju.
Balapan Peran kepala desa selalu dipandu oleh pertimbangan untuk mencapai
konsensus yang mengikat para pihak yang bersengketa agar tidak pihak merasa

dirugikan.?

Berpedoman kepada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, khususnya Pasal 208 yang berbunyi, Tugas dan kewajiban Kepala Desa
dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan
Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.Dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagai undang-undang yang menyempurnakan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 untuk mewujudkan suatu masyarkat yang
tertib, aman dan tentram maka dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa,
Kepala Desa berperan sebagai mediator untuk mencapai suatu perdamaian segala
perselisihan atau sengketa yang telah di damaikan oleh Kepala Desa harus benar-
benar berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga tidak ada

pihak yang merasa dirugikan.?

20 jurnal unpal dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Antar
Warga Desa” https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/95/75 (diakses pada tanggal
10 april 2022

2L jurnal unpal dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum
Antar Warga Desa”  https://fjurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/95/75 (diakses pada
tanggal 10 april 2022
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Kepala desa didukung olenh Dewan Penasehat Desa adalah badan perwakilan
tingkat desa, wakil rakyat atau mungkin juga orang langsung, lakukan
mempertimbangkan atau setuju dengan pemerintah desa untuk mencapai
kerukunan antara manajemen dan memerintah. Berdasarkan pemaparan pada latar
belakang diatas, penulis memutuskan untuk mengangkat pembahasan ini menjadi
topik pada skripsi yang akan penulis garap dengan judul “Peran Kepala Desa

Hajimena dalam Penyelesaian Sengketa Pidana Di Kampung Restoratif Justice”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang

timbul dalam penelitian ini adalah:

a  Bagaimanakah peran Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa pidana di
kampung restorative justice?

b. Apakah faktor penghambat pelaksaan peran dalam penyelesaian sengketa

pidana di kampung restorative justice

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu pada penelitian ini adalah hukum pidana formil yang
digunakan sebagai dasar oleh para penegak hukum dalam menyikapi suatu
peristiwa pidana, dengan kajian mengenai peran Kepala Desa Hajimena Dalam
Penyelesaian Sengketa Pidana di Kampung Restortive Justice. Ruang Lingkup
Lokasi adalah pada Kantor Kepala Desa Hajimena dan waktu penelitian

dilaksanakan pada Tahun 2022.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah:

a.  Untuk mengetahui peranan kepala desa hajimena dalam penyelesaian
sengketa pidana di kampong restorative justice

b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat pelasksanaan peran
Kepala Desa dalam penyelesaian sengekta pidana di kampung restorative

justice

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan - tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan
penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis
yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah,
pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Peran Kepala
Desa Hajimena Dalam Penyelesaian Sengketa Pidana di Kampung Restorative

Justice.

b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran
kepada pihak — pihak yang berkepentingan Peran Kepala Desa Hajimena Dalam

Penyelesaian Sengketa Pidana Di Kampung Restorative Justice
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangkan Teoritis

Kerangka Teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau keranga acuan atau dasar
yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian
hukum.??

a.  Teori peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran disefinisikan sebagai
sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai
kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah
seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan
dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah
“person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang
dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah
yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu
peristiwva. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu
lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi
biasanya diaturdalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga

tersebut.

Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran
yan dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya,

terdapat faktorpendukung dan penghambat.

22 Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam
Perkembangan, Aura, Lampung, 2020, him. 21-22
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Peran menurut Koentrajaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang memutuskan
suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola
perilaku yang diharapakan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu
dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks
pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam

situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.?

1) Peran Normatif, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai
dengan pada norma yang berlaku di dalam tatanan kehidupan masyarakat.

2) Peran Faktual, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai
dengan kenyataan yang kongkrit di lapangan ataupun kehidupan sosial yang
terjadi secara nyata.

3) Peran ldeal, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai
dengan nilai - nilai ideal atau yang berkedudukan di dalam suatu sistem.

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara.?* Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Penegak Hukum
Faktor Penegak Hukum adalah suatu kalangan yang secara langsung telah
terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup law
enforcement (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga peace maintenance
(pemeliharaan perdamaian).

2) Faktor Sarana atau Fasilitas
Faktor Sarana atau Fasilitas adalah faktor yang mencakup tenaga manusia yang
terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,
dan oragnisasi/lembaga yang baik. Apabila hal — hal tersebut tak terpenuhi
maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.

3) Faktor Masyarakat

Bhttp://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20T
ERAKHIR.pdf

24 Helmy Ziaul Fuad berjudul mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada masyarakat tradisonal
dan modern Jurnal
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Faktor Masyarakat adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam menegakan
hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

4) Faktor Kebudayaan
Faktor Kebudayaan adalah faktor berpusat pada sistem nilai - nilai yang
menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non-materiel di dalam masyarakat.

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui sebuah lembaga Pengadilan atau
kerap kali dikenal dengan proses litigasi dan dapat juga melalui sebuah lembaga
mediasi atau dikenal juga dengan proses non litigasi. Metode penyelesaian dengan
cara mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang sudah dikenal lama baik
dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan. Berbagai fakta telah menunjukkan
bahwa pada dasarnya mediasi bukan merupakan suatu metode yang asing dalam

upaya menyelesaikan sengketa ditengah masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kata yang menyatakan uraian singkat (abstraksi) yang
digeneralisasikan dari gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep
ialah definisi. Definisi adalah suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu
istilah, dan biasanya definisi bersumber dari referensi. Kerangka konseptual
merupakan susunan dari beberapa konsep suatu kebulatan yang utuh, sehingga
terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam
suatu penulisan atau penelitian.?® Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang
pengertian pokok - pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek
dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang tepat dan jelas

dalam penggunaanya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam
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penelitian ini meliputi:?®

a  Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan
Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.?®

b. Peran

Berdasarkan yang telah dikemukakan oleh Riyadi (2002:243), peran adalah arah
dan konsep yang dimainkan oleh pihak — pihak dalam oposisi sosial dimana si
pelaku baik itu berupa individu maupun organisasi akan bertindak sesuai dengan
yang diharapkan oleh orang — orang sekitar atau lingkungannya?’

c. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para
pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.?®

d. Restorative Justice

Restorative justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum

atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban.?

25 http://rembes.bringin.semarangkab.go.id/kebijakan-keuangan-desa/ dialses pada tanggal 10 Juni
pukul 23.49 WIB

% Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam
Perkembangan, Aura, Lampung, 2020, him. 21-2

Z'eprints.umm.ac.id.dengan berjudul tujuan penyelesaian
sengketahttp://eprints.umm.ac.id/51082/3/3_BAB%20I1.pdf diakses pada 10 Juni pukul 00.16

28 Batam.go.id dengan berjudul Restorative Justice merupakan upaya penyelesaian dilakukan
secara baik dan profesional
https://jdih.batam.go.id/?p=3110#:~:text=Restorativejusticemerupakanupayapenyelesaian,dilakuka
nsecarabaikdanprofesional.diakses pada 10 Juni pukul 00.11WIB

2 sudut.com dengan berjudul Apa Itu Kampung Restorative Justice? Ini Penjelasannya
https://batam.pikiran-rakyat.com/batam/pr-2303985935/apa-itu-kampung-restorative-justice-ini-
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e. Kampung Restorative Justice

Kampung restorative justice bertujuan untuk lebih memberikan rasa keadilan di
tengah masyarakat dan dalam penerapannya dilakukan secara baik dan
profesional.

f.  Hajimena

Hajimena adalah desa yang berada di kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Lampung, Indonesia.*

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan
tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh
gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematikaa penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian permasalahan dan ruang
lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta

sistematika penulisan.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang kerangka teori - teori yang meliputi Teori Peran,
Tinjauan Terhadap pendekatan Restorative Justice, Tugas,Fungsi, dan
Wewenang Kepala Desa,kebijakan Kampung Restorative Justice Berdasarkan

Perja No 15 tahun 2020, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

penjelasannya diakses pada 28 juni 2022 pukul 11.05 WIB .
30 Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam

Perkembangan, Aura, Lampung, 2020, him. 21-23
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I11. METODE PENEITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode - metode atau langkah-langkah yang
dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang peran Kepala Desa
Hajimena Dalam penyelesaian Sengketa Pidana Di Kampung Restorative Justice
yang disertai dengan uraian tentang faktor — faktor penghambat pelaksanaan
peran Kepala Desa Hajimena Dalam penyelesaian Sengketa Pidana Di Kampung

Restorative Justice.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran — saran

yang diajukan kepada pihak — pihak yang terkait dengan penelitian.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek yang dinamis dalam suatu
kedudukan atau status seseorang dalam melakukan suatu hak dan kewajiban yang
sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Perbedaan antara peranan dan kedudukan
ialah untuk kepentingan ilmu pengetahuan karena keduanya tidak dapat
dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan juga sebaliknya. Tidak

ada peranan tanpa kedudukan ataupun kedudukan tanpa peranan.®!

Setiap orang memiliki macam — macam peranan yang berasal dari pola — pola
pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan telah menentukan apa yang
dilakukannya bagi masyarakat dan kesempatan apa saja yang diberikan
masyarakat kepadanya. Peranan ini sangat penting karena pernana telah mengatur
perilaku dari seseorang dan menyebabkan seseorang pada batas — batas tertentu
bias memprediksikan tindakan — tindakan orang lain. Seseorang tersebut akan
akan menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang — orang yang ada di
sekelilingnya atau di kelompoknya. Hubungan - hubungan sosial yang terdapat

dalam masyarakat adalah hubungan antara peranan individu di dalam masyarakat

31 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, 2015, Sosiologi Suatu Pengantar. him. 212 ..
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dan telah diatur oleh norma yang berlaku.

Peranan yang terdapat dalam diri seseorang haruslah dibedakan dengan posisi
dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang di dalam suatu masyarakat (social-
position) adalah unsur statis yang memperlihatkan tempat individu di dalam
organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak merujuk kepada proses, penyesuaian
diri, dan fungsi. Sehingga seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat
kemudian menjalankan suatu peranan. Pernan telah mencakup 3 hal yaitu sebagai

berikut:

1. Peranan adalah suatu konsep mengenai apa yang bisa dilakukan oleh seorang
individu di dalam organisasi masyarakat.

2. Peranan bisa disebut sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur
sosial masyarakat.

3. Peranan meliputi norma — norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat
seseorang di dalam masyarakat, yang dalam arti ini adalah rangkaian aturan-
aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.>®

Menyinggung mengenai fasilitas, masyarakat biasanya akan memberikan fasilitas-
fasilitas kepada individu untuk bisa menjalankan peranannya. Lembaga-lembaga
kemasyarakatan adalah bagian dari masyarakat yang banyak menyediakan
peluang- peluang untuk pelaksanaan peranan. Terkadang perubahan struktur suatu
golongan kemasyarakatan **menyebabkan fasilitas — fasilitas tersebut bertambah,
namun juga dapat mengurangi peluang - peluang apabila terpaksa diadakan

rasionalisasi sebagai akibat perubahan struktur dan organisasi.

32 Ely Chinoy, 1961, Society An Introduction Sociology, Random House, New York, him. 31

33 Levinson, 1964, Role Personality and Social Structure, The MacMillan Company, New York,
him. 204

3 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, 2015, Sosiologi Suatu Pengantar., him. 212
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Bersamaan dengan adanya status-conflict, juga terdapat conflict of roles. Bahkan
terkadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang
sesungguhnya harus dilakukan, dan inilah yang dinamakan dengan role distance.
Gejala tersebut timbul apabila individu merasakan dirinya tertekan karena dia
merasa dirinya tak sesuai untuk melakukan peranan yang diberikan oleh
masyarakat kepada dirinya. Sehingga ia tidak melaksanakan peranannya dengan
sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam
lingkaran sosial yang berbeda. Lingkaran sosial (social circle) merupakan suatu
kelompok sosial dimana seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk
melaksanakan peranannya. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang
melaksanakan peranan tadi dengan orang - orang di sekitarnya yang memiliki
hubungannya dengan peranan tersebut dan terdapat hubungan yang diatur oleh

nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.*®

Pembahasan mengenai bermacam yang melekat pada suatu individu dalam
masyarakat penting bagi hal — hal sebagai berikut:

1. Apabila semua orang mampu dan sanggup melaksanakan peranannya, belum
tentu masyarakat akan bisa memberikan peluang - peluang yang seimbang.
Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang -
peluang tersebut.

2. Masyarakat seringkali dijumpai individu - individu yang tidak mampu
melaksanakan peranannya sesuai diharapkan oleh masyarakat karena
mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan -
kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

3. Peranan tersebut sebaiknya dilekatkan pada individu - individu yang oleh
masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih
dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

4. Peranan — peranan tertentu harus dilakukan jika struktur masyarakat akan
dipertahankan kelangsungannya.

3 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, 2015, Sosiologi Suatu Pengantar., him. 212
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Teori peran ini memiliki jenis-jenis yaitu sebagai berikut:*®

1. Peran Normatif, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai
dengan pada norma yang berlaku di dalam tatanan kehidupan masyarakat.

2. Peran Faktual, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai
dengan kenyataan yang kongkrit di lapangan ataupun kehidupan sosial yang
terjadi secara nyata.

3. Peran ldeal, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuali
dengan nilai - nilai ideal atau yang berkedudukan di dalam suatu sistem.

B. Tinjauan Terhadap Restorative Justice

Terdapat tujuan pidana dan pemidanaan yaitu terhadap pelaku tindak pidana
Sebelum membahas mengenai restorative justice, perlu disinggung dalam tulisan
ini terlebih dahulu mengenai tujuan pidana dan pemidanaan terhadap pelaku
tindak pidana. Dikatakan demikian, karena salah satu bagian yang tidak
terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan itu sendiri. Bukan merupakan
hukum pidana suatu peraturan yang hanya mengatur norma tanpa diikuti oleh
suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap salah,
merupakan sikap derita (suffering) yang harus dijalani, walaupun demikian, sanksi

pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.®’

Pidana pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana
merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatuundang-undang yang
oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana.Selain
ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan sSyarat

pemidanaan.Tujuan  pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan

3 Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peran, Bumi Aksara, Jakarta, him. 243
37 Candra, Septa. Restorative Justice: Suatu Tujuan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di
Indonesia. Jurnal limiah Rechts Vinding
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perlindungan atau pembinaan pelakunya.®

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana pada hakekatnya hanya
merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua
sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan
individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat
pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan
monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara

faktor objektif dan faktor subjektif.*

Garland mendefinisikan pidana adalah ” the legal process whereby violators of
criminal law are condemned and sanctioned in accordance with specified legal
categories and procedures ” (suatu proses hukum dimana merupakan suatu celaan
dan sanksi terhadap pelanggar hukum pidana sesuai dengan kategorisasi dan

aturan hukum yang telah ditetapkan).

Pidana merupakan nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang
melakukan pelangggaran terhadap ketentuan undang-undang. Pidana dijatuhkan
secara sengaja oleh negara terhadap terpidana agar dirasakan sebagai nestapa.
Penderitaan pidana merupakan penebusan dosa dari si pembuat. Dengan
penebusan dosa, kesalahannya akan dipulihkan keseimbangan nilai pada diri si

pembuat. Penebusan diri adalah kebutuhan fundamental dari sifat moral kita.*

3 Candra, Septa. Restorative Justice: Suatu Tujuan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di
Indonesia. Jurnal limiah Rechts Vinding

%9 ibid

40 jbid
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Dalam hukum pidana juga harus dipikirkan mengenai tujuan dan pedoman
pemidanaan. Mengingat dimana rumusan mengenai tujuan dan pedoman
pemidanaan dalam sebuah aturan menempati posisi sentral yang bertujuan
memberi arah dan pegangan yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.
Hal ini sesuai dengan hakekat dari undang-undang itu sendiri yang sebenarnya
merupakan sistem (hukum) yang bertujuan (purposive). Selain itu, adanya tujuan
dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol,
sekaligus memberikan dasar filosofis, rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang

jelas dan terarah.*

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan pemidanaan tersebut G. Peter

Hoefnagels, sebagaimana dikutif oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief

mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk:

1. Penyelesaian konflik (conflict resolution);

2. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang
kurang lebih sesuai dengan hukum (influencing offenders and possibly other

than offenders toward more or less law-conforming behavior).

Sementara Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada hakekatnya ada dua poros

yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu:

1. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya
untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan

pencegahan kejahatan;

4l Candra, Septa. Restorative Justice: Suatu Tujuan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di
Indonesia. Jurnal limiah Rechts Vinding
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2. Segi pembalasan, yaitu bahwa hokum pidana sekaligus merupakan pula
penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang

bersifat tidak hukum.*?

Dengan demikian, pada hakekatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap
masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Di samping itu Roeslan
Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa
pidana diterapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana
adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali

dalam masyarakat.

Berkenaan dengan pedoman pemidanaan, terdapat beberapa pedoman

pemidanaan, yakni:

1. Pedoman bersifat umum, yang memberikan pengarahan kepada hakim
mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan
pidana;

2. Pedoman yang bersifat khusus, yang khusus memberikan pengarahan kepada
hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;

3. Pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana
yang digunakan dalam perumusan delik.Restorative justice menempatkan
nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak.
Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku

didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam

42 Candra, Septa. Restorative Justice: Suatu Tujuan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di
Indonesia. Jurnal limiah Rechts Vinding
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memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam

membangun sistem nilai sosialnya.

Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan
mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling
mengasihi antar sesama. Sehingga peranan pemerintah berkurang dalam
memonopoli proses peradilan. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang
kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi
dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan

memperbaiki luka-luka mereka*®

C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan
Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

dan pemberdayaan masyarakat.

1. Tugas Kepala Desa
Tugas dari kepala desa yaitu sebagai berikut:
a. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin

penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat.

43Candra, Septa. Restorative Justice: Suatu Tujuan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di
Indonesia. Jurnal limiah Rechts Vinding
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2. Fungsi Kepala Desa

Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut**:

a. Penyelenggaraaan pemerintahan desa, seperti tata pemerintahan, penetapan
peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman
dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

b. Pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan,
dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan,
dan ketenagakerjaan;

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat
di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga

lainnya.

3. Wewenang Kepala Desa
Kepala desa melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
ayat (2) dan pasal 9 kepala desa berwenang:*

a. Memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa,

#“Tugas dan Fungsi Pokok Kepala Desa dan Perangkat Desa
http://rembes.bringin.semarangkab.go.id/kebijakan-keuangan-desa/ diakses pada 21 juni 2022
pukul 13.22 WIB.

4% Kompas.com dengan berjudul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum
https://www.google.com/amp/s/famp.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-
yang-memengaruhi-penegakan-hukum diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 13.35WIB
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Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa,
Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa,
Menetapkan peraturan desa bersama bpd,
Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa bersama bpd,
Membina kehidupan masyarakat desa:
Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,
Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya
agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat desa,
Mengembangkan sumber pendapatan desa,
Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa,
Memanfaatkan teknologi tepat guna,
. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,
Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum
untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

S@hoao0oT
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D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya adalah penerapan
diskresi yang menyangkut keputusan yang tak secara ketat diatur oleh kaidah
hukum, namun memiliki unsur penilaian pribadi. Masalah pokok dari penegakan
hukum sebenarnya terletak pada faktor — faktor yang memperngaruhinya. Faktor —
faktor tersebut memiliki arti netral sehingga dampaknya baik atau buruknya
terletak pada isi faktor — faktor tersebut.**Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa
ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni:*’

1. Faktor Hukum

Adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini
merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan

inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat

46 Sperjono Soekanto, Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali
Pers, 1983, him. 7

47 Kompas.com dengan berjudul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum.
https://www.google.com/amp/s/famp.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-
yang-memengaruhi-penegakan-hukum diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 13.35WIB
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2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah suatu kalangan yang secara langsung telah terlibat
bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup law enforcement
(kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga peace maintenance (pemeliharaan
perdamaian). Kalangan penegak hukum tersebut mencakup mereka yang
bertugas di bidang — bidang seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian,
kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, setiap penegak hukum
mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan tersebut adalah
posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang mungkin memiliki jenjang yang
tinggi, sedang, ataupun rendah. Kedudukan tersebut adalah suatu wadah yang
isinya merupakan hak dan kewajiban yang merupakan peranan sehingga
seseorang yang memiliki kedudukan tertentu umumnya dinamakan dengan
pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sejatinya merupakan wewenang
bertindak atau tidak bertindak, sementara kewajiban merupakan beban ataupun
tugas. Suatu peranan tertentu dapat meliputi unsur — unsur seperi peranan yang
seharusnya (expected role), peranan yang ideal (ideal role), peranan yang
sebenarnya dilakukan (actual role), dan peranan yang dianggap oleh diri sendiri

(perceived role).*8

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan para warga masyarakat
yang lain umumnya memiliki beberapa kedudukan dan peranannya sehingga
tidak aneh apabila antara berbagai kedudukan dan peranan dapat menimbulkan

konflik (status conflict dan conflict of foles). Jika dalam kenyataannya terjadi

4 Soerjono Soekanto, Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali
Pers, 1983, him. 19-20
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suatu kesengajaan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang
sebenarnya dilakukan. Dengan demikian masalah peranan dianggap penting
karena jika berbicara mengenai penegak hukum maka akan lebih banyak tertuju
pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat

dengan hukum dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Diskresi sangat penting dalam penegakan hukum karena tidak ada perundang —
undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua sifat
manusia, terhambatnya penyesuaian perundang - undangan dengan
perkembangan dalam masyrakat sehingga menyebabkan ketidakpastian,
kurangnya alokasi dana untuk menerapkan perundang — undangan sebagaimana
dikehendaki oleh pembuat undang — undang, dan adanya berbagai kasus

individual yang memerlukan penanganan secara khusus.*®

3. Faktor Sarana dan fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam
penegakan hukum karena jika tidak adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka
tidak memungkinkan bagi seorang penegak hukum untuk dapat melakukan upaya
penegakan hukum yang berjalan dengan lancar. Faktor sarana atau fasilitas adalah
faktor telah mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan
yang memadai, keuangan yang cukup, dan organisasi atau lembaga yang baik.
Apabila hal — hal tersebut tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak

hukum untuk mencapai tujuannya.>°

49Soerjono Soekanto, Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali
Pers, 1983, him. 37
% ibid
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4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam menegakan
hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga jika dipandang dari sudut
tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut seperti
masyarakat di Indonesia yang khususnya mempunyai opini — opini tertantu
tentang hukum. Oleh karena itu masyarakat sangat berperan dalam upaya
penegakan hukum.®® Masyarakat Indonesia pada khususnya memiliki pendapat —

pendapat tertentu tentang hukum seperti:

Hukum diartikan sebagai disiplin yaitu sistem ajaran mengenai kenyataan.
Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.

Hukum diartikan sebagai tata hukum yaitu hukum positif skripsi.

Hukum diartikan sebagai kaidah atau norma yaitu pedoman perilaku manusia
yang dapat diharapkan.

Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.

Hukum diartikan sebagai suatu keputusan pejabat atau penguasa.

Hukum diartikan sebagai perilaku yang teratur dan unik.

Hukum diartikan sebagai suatu proses pemerintahan.

Hukum diartikan sebagai senin.

Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.

o0 o

— - oK o

Menurut banyaknya pengertian tentang hukum dari berbagai masyarakat, terdapat
kecendrungan yang sangat besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan
mengidentifikasikan dengan petugas yang dalam hal ini adalah penegak hukum
sebagai pribadi. Salah satu akibatnya adalah bahwa sisi positif dan negatifnya
hukum senantiasa dihubungkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut
yang menurut pandangannya merupakan cerminan dari hukum sebagai proses

ataupun struktur.

S1Soerjono Soekanto, Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali
Pers, 1983, him. 45
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5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan adalah faktor berpusat pada sistem nilai-nilai yang menjadi
inti dari kebudayaan spiritual dan non-materiel di dalam masyarakat.
Kebudayaan yang merupakan suatu sistem atau subsistem dari sistem
kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.
Sistem kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai—nilai yang mendasari
hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi—konsepsi abstrak
tentang apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk
sehingga dihindari. Nilai—nilai tersebut umumnya adalah pasangan nilai-nilai

yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.>?

Nilai—nilai kebudayaan yang memiliki peranan di dalam hukum meliputi peranan
nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmani atau kebendaan dan nilai
rohani keakhlakan, serta nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai
kebaruan atau inovatisme. Nilai ketertiban dalam kehidupan sehari—hari disebut
dengan disipilin atau keterikatan yang memiliki ciri—ciri seperti dapat
diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, ketaatan
dan tanpa perselisihan. Sedangkan nilai ketentraman merupakan kebebasan yang
secara psikologis keadaan tentram ada apabila seseorang seseorang tidak merasa
khawatir, tidak merasa diancam dan tidak terjadi konflik batin. Pasangan antara
nilai ketertiban dan nilai ketentraman sebenarnya sejajar dengan nilai

kepentingan umum atau nilai kepentingan pribadi.

52 Soerjono Soekanto, Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali
Pers, 1983, him. 59-60
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Pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan pasangan nilai yang
universal namun dalam kenyataan pada masing—masing masyarakat muncul
perbedaan—perbedaan karena adanya macam-macam pengaruh. Penempatan
nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi disbanding nilai keakhlakan
sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak harmonis. Penempatan nilai
kebendaan pada posisi yang lebih tinggi akan menyebabkan timbulnya berbagai
aspek prospek hukum yang akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.
Salah satu penyebab dari penempatan nilai kebendaan diatas nilai keakhlakan
adalah di dalam suatu proses pelembagaan hukum di dalam masyarakat
menimbulkan sanksi—sanksi negatif lebih dianggap penting dibanding kesadaran
mematuhi hukum dimana berat dan ringannya ancaman hukuman terhadap

pelanggaran menjadi acuan dari kepatuhan huku dan kewibawaan hukum.>3

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan dalam
perkembangan hukum sehingga pada satu pihak ada yang menyatakan bahwa
hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi namun di lain pihak terdapat
dugaan—dugaan yang juga kuat bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana
untuk mengadakan perubahan dan meciptakan hal-hal yang baru sehingga
keserasian antara nilai konservatisme dan nilai inovatisme akan menempatkan

hukum pada kedudukan dan peranan yang seharusnya.

%3 Soerjono Soekanto, Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali
Pers, 1983, him. 59-60



111.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder
terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data
primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud disini adalah landasan teoritis
berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan
informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data
primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti
wawancara. Jelas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode pendekatan secara yuridis empiris.>*
B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan

data sekunder.

% Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Ul Press. Jakarta.
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1. DataPrimer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian
dan/atau lokasi penelitian yaitu pada Kelurahan Desa Hajimena dengan

melakukan wawancara terhadap narasumber terkait.
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum yang

melengkapi primer. Data sekunder terdapat beberapa jenis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer.
Bahan hukum primer yang bersumber dari:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang
Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
b. Bahan Hukum Sekunder.
Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi bahan
hukum primer seperti :
1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
c. Bahan Hukum Tersier.
Bahan yang bersumber dari berbagai macam referensi, seperti teori/pendapat
para ahli, buku atau literatur hukum, jurnal, kamus hukum dan sumber lain

yang berasal dari media online.



36

C. Penentuan Narasumber
Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk
melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapaun

narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. Kepala Desa Hajimena : 1 orang

b. Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung : 1 orang

c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila :lorang +
3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Proses pengumpulan dan pengelolaan data terdapat beberapa tahapan yaitu

sebagai berikut:

1. Prosedur Pengumpulan Data
a. Teknik Pengumpulan Data Primer, Data primer didapatkan melalui
wawancara dengan subjek penelitian
b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder, Data sekunder dikumpulkan dengan
mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-

undangan, buku atau literatur, dan jurnal.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu sebagai

berikut:



37

a. Seleksi Data yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai
dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali
mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaranya.

b. Klasifikasi Data yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut
kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi
kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab

permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.
Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah - milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan
data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah
didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian.
Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang

lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep keadilan restoratif pada hakekatnya mengandung ukuran keadilan yang
tidak lagi berkaitan dengan teori balas dendam yang memadai bagi pelaku, tetapi
bahwa perbuatan yang dilakukan disembuhkan dengan membantu korban, dan
meminta pertanggungjawaban pelaku kepada keluarga dan masyarakatnya. / atau
dukung komunitas jika diperlukan. Melalui pendekatan keadilan restoratif, suatu
kejahatan dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut, untuk

mencari solusi kejahatan secara bersama-sama menekankan

Hukum adat yang umum dikenal di Indonesia cocok dengan pola pendekatan
restorative justice. Pelanggaran adat dipandang sebagai gangguan terhadap
keharmonisan alam semesta, maka yang penting dalam penyelesaian pelanggaran
tersebut adalah kembalinya keseimbangan yang terganggu. Pendekatan keadilan
restoratif telah digunakan untuk menyelesaikan masalah konflik antar pihak dan
memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan untuk menghukum
atau merehabilitasi penjahat dalam beberapa tahun terakhir dianggap tidak lagi
memuaskan. Karenanya keinginan untuk beralih ke pendekatan keadilan
restoratif. Kerangka pendekatan keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban,

dan masyarakat dalam upaya mencapai keseimbangan antara pelaku dan korban.
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Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah kekuasaan peradilan adat juga
memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai root of restorative justice. Di
Indonesia, ciri-ciri hukum adat di setiap daerah pada umumnya mendukung
penerapan keadilan restoratif. Hal ini terlihat dari ciri umum hukum adat
Indonesia, pandangan tentang pelanggaran/pidana menurut hukum adat serta
model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya. Model sederhana pendekatan
keadilan restoratif memang ada di masyarakat Indonesia, di mana konflik yang

timbul diselesaikan melalui musyawarah.

Keberadaan “Mediasi” sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian
sengketa alternatif tidak jarang, karena penyelesaian sengketa merupakan bagian
dari norma sosial yang hidup, atau setidaknya belum pernah ada di masyarakat.
Situasi ini dapat ditelusuri kembali pada kenyataan bahwa kehidupan setiap orang
diarahkan pada keseimbangan dan keharmonisan, yang intinya adalah setiap orang
merasa dihormati, dihargai, dan tidak ada kepentingan siapa pun yang
dikompromikan.kekalahan. Di Indonesia, jenis prosedur penyelesaian sengketa ini
kemudian diberi bentuk hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam ketentuan umum, dalam Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut
disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah mekanisme
penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui tata cara yang disepakati
para pihak, yaitu: penyelesaian secara damai melalui musyawarah, perundingan,
mediasi, mediasi atau penilaian ahli. Model resolusi ADR telah terbukti
memberikan kepastian waktu eksekusi. Pasal 6 ayat (4) menetapkan jangka waktu

14 hari untuk mencarikan para pihak sebagai mediator guna mencari penyelesaian
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secara damai. Dengan demikian, konflik yang timbul dapat segera dialami dalam
bentuk penyelesaiannya. Bahkan aspek kerahasiaan yang harus dihormati oleh

para mediator dalam upaya penyelesaian sengketanya pun menjadi penting.

Dengan mendamaikan perbedaan yang ada dalam masyarakat desa, kepala desa
bertindak sebagai penengah bagi pihak yang berkonflik. Dalam menjalankan
peran tersebut, kepala desa selalu berpedoman pada musyawarah untuk mencapai
mufakat yang hasilnya mengikat pihak-pihak yang berkonflik sehingga tidak ada

pihak yang merasa dirugikan.

Faktor — faktor penghambat dalam pelaksanaan peran dalam penyelesaian

sengketa pidana di kampung restorative justice yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Secara umum banyak faktor yang mempengaruhi, namun ada beberapa
diantaranya, selama ini hanya satu faktor yang menjadi kendala dan
ketidakcukupan dalam pelaksanaan praktik penyelesaian sengketa, yaitu tidak
adanya dasar hukum (undang-undang tertulis) atau dalam bentuk kewenangan
kepala desa atau perangkat desa untuk menangani tindak pidana, serta prosedur

hukum formal terkait dengan praktek penanganan tindak pidana tersebut.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya dalam
mekanisme penyelesaian kejahatan secara dini, mengutamakan komunikasi antar
pihak serta bentuk penyelesaian secara informal, sesuai dengan kebutuhan
masyarakat saat ini. ekspresi kesediaan masyarakat untuk berperan sebagai subyek

dalam penyelesaian konflik. Namun berbicara pada tataran normatif, sebagai suatu
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sistem hukum harus memiliki landasan hukum untuk menegakkan asas legitimasi
sebagai konsekuensi logis dari negara hukum. para pemangku kepentingan, dasar
kewenangan atas praktek-praktek tersebut dapat dijawab dalam berbagai teori
pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam kajian sosiologis hukum yang
sifatnya mencari bagaimana mempelajari hukum agar hukum tidak terputus dari
praktek manajemen, contoh praktisnya adalah praktik mediasi pidana oleh

masyarakat desa, baik oleh perangkat desa maupun oleh organisasi terkait.

2. [Faktor Masyarakat

Secara umum penegakan hukum merupakan konsensus yang bersumber dari
keinginan masyarakat untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat. Sebagai fakta
masyarakat, Masyarakat Desa selain merupakan suatu sistem menurut
perkembangan proses inovasi hukum pidana yaitu penyelesaian perkara pidana
dengan cara non pidana, proses peradilan pidana. Mediasi oleh aparat desa sampai
saat ini memiliki daya tarik tersendiri dan merupakan faktor yang mendukung

adanya kegiatan penyelesaian (kriminal) yang dapat dituntut oleh aparat desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka saran dalam

penelitian ini yaitu:

1. Selanjutnya diharapakan untuk kedepannyat pengaturan mengenai kepala
desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pidana, baik melalui
perubahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau melalui

perbaikan Peraturan Pemerintah sehingga dapat menjadi acuan yang jelas
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dalam implementasi di masyarakat desa sekaligus untuk mendayagunakan
peran kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan guna memperluas access
to justice dan mengurangi beban peradilan Negeri.

Di harapkannya untuk kedepannya pelatihan bagi kepala desa guna
meningkatkan kompetensinya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa

pidana pada masyarakat.
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